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PROGRAM 
PEMBANGUNAN Transformasi Tata 

Kelola Pemerintahan

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 
(Reformasi Birokrasi) dan Pembangunan

Banyak Pembangunan Gagal Karena Ketidakcukupan 
Governansi yang Kapabel dan Akuntabel



TUJUH MASALAH DASAR GOVERNANSI DAN 
INSTITUSI DALAM PEMBANGUNAN

1. Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang lemah (minim Collaborative Governance)

2. Perencanaan Pembangunan yang belum berbasis hasil dan dampak (Less Performance based)

3. Sinergi Pembangunan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota sulit (weak Multilevel Governance)

4. Kapabilitas birokrasi yang lemah (weak Dynamic Capabilities)

5. Budaya Korupsi yang masih tinggi (Corruptibility Culture) 

6. Kebijakan Publik belum berbasi Bukti, Data dan pengetahuan (less evidence based Public Policy)

7. Organisasi Pemerintah yang fragmented dan tidak berbasis outcome (big structure, less impact)
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Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan

P

GAP-1: 
• Perencanaan belum komprehensif  secara horisontal 

(antar K/L) dan secara vertikal (Pusat-Daerah)

• Perencanaan dan penganggaran yang kurang selaras 

GAP-2:
Pelaksanaan kebijakan/program tidak disertasi 

kapabilitas dan koordinasi

Kondisi Birokrasi Pemerintahan Saat ini

Kesenjangan Antara Perencanaan-Pelaksanaan-Pengawasan

GAP-3
Lemahnya Pengawasan dan 

Evaluasi Kinerja



Tercapai
• 38 IndikatorTidak tercapai 

• 40 Indikator

• 3 Indikator

Sumber: Bappenas, 2024

*) Pemetaan berdasarkan:
• 7 Prioritas Nasional
• 29 Sasaran Strategis
• 81 Indikator

Capaian Prioritas Nasional 
RKP Tahun 2023

Tidak dapat disimpulkan

81 
Indikator 47%

49%

4%

Tercapai Tidak Tercapai Tidak dapat disimpulkan
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Persentase Capaian Prioritas Nasional Pada 
RKP Tahun 2022-2023 (Bappenas, 2024)

• Peningkatan ketercapaian 
PN:  17,13 %

• Penurunan ketidaktercapaian 
PN: 0,5%

• Penurunan indikator PN tidak 
dapat disimpulkan/tidak 
diketahui: 18,08%
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Persoalan Kelembagaan dan Tata Kelola Pembangunan

Berjejaring

Kolaboratif

Dinamis
Integrasi

Dampak

RegionalDuplikatif

Inefisien

Scattered

Program 
Pembangunan

Perencanaan Penganggaran Organisasi SDM ASN

Program Pembangunan Berbasis 
Kinerja Outcome dan Dampak

Silos

Konsolidasi Program  Pembangunan





‘joined-up government’ 

‘holistic government’ 

“the whole of government”



PEMERINTAHAN BERJEJARING DAN BERKOLABORASI

1. Indikator kinerja pemerintah menjadi dasar bagi p e n g o r g a n i s a s i a n k e r j a l i n t a s i n s t a n s i p e m e r i n t a h
2. Instansi-instansi bekerja secara gotong-royong (whole-of-government) dalam sebuah network governance

Kementerian Y

Kementerian X

Provinsi/Kab/Kota

Lembaga B

KINERJA

KINERJA

KINERJA

KINERJA
KINERJA



Renja

Renja

Renja

PRIORITAS 
NASIONAL

(PN)

PP

PP

PP

KP

KP

KP

Pro PN

Pro PN

Pro PN

Renja

Renja

Renja

RKA

RKA

RKA

Integrasi SinkronisasiRKPD

Renja 
SKPD

Renja 
SKPD

Renja 
SKPD

RKA 
SKPD

RKA 
SKPD

RKA 
SKPD

Sinergi
Daerah

Kementerian/Lembaga

q Output?
q Komponen?

• Sub Komponen?

Mekanisme Pengukuran Keselarasan: Integrasi, 
Sinkron, dan Sinergis

R K P

RENSTRA

1. Fokus pada  program prioritas  
pembangunan nasional  dan 
dipilih secara tematik

2. Prioritas pada K/L yang terkait 
mengawal program prioritas 
pembangunan nasional

Penguatan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah (SAKP)

RPJMN

Crosscuting Program Nasional Crosscuting Progam Internal K/L

Crosscuting Program Internal Pemda 

EFEKTIVITAS DAN 
EFISIENSI 

PENGGUNAAN 
APBN 

PENAJAMAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI DALAM  BERKONTIBUSI PADA 
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

O
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A
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I
S
A
S
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P
E
G
A
W
A
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v PP : Program Prioritas
v KP : Kegiatan Prioritas
v Pro PN: Proyek Prioritas Nasional

Share Outcome
Ultimate Outcome ,Intermediate outcome, Immediate outcome



HASIL EFISIENSI INSTANSI PEMERINTAH DARI REFORMASI BIROKRASI SAKIP

± 41,15 T

2017

± 65,1 T

2018

± 5,7 T

2019

1. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Re-focusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;
3. Upaya cross-cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi.

EFISIENSI DISEBABKAN OLEH:

12

± 121,9 T

2022

2020 & 2021 tidak diukur, 
karena anggaran dialihkan untuk 

COVID

(Sumber: Kemenpan, 2023)





Indeks Nasional: 70,97
Rerata skor SPI seluruh K/L/PD di Indonesia

Skor SPI Pemda: 70,3
Dari total 541 instansi

Skor SPI K/L: 75,3
Dari total 88 instansi Sumber: Jaga.id, 2024

2023

Bali: 78,45
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PENYALAHGUNAAN 
FASILITAS KANTOR

99%
Instansi

SEBARAN RISIKO KORUPSI 

KORUPSI DALAM 
PROMOSI/ 
MUTASI SDM

HIGHLIGHT HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (2022)

SUAP/ 
GRATIFIKASI

98%
InstansiKORUPSI DALAM

PENGADAAN 
BARANG DAN JASA 
(PBJ)

100%
Instansi

99%
Instansi

INTERVENSI
(TRADING IN 
INFLUENCE)

99%
Instansi
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RISIKO KORUPSI
Penggunaan Hasil SPI Perspektif Internal (Pegawai) 

Risiko Korupsi

Perdagangan 
Pengaruh

Pengelolaan SDM

Pengelolaan 
Anggaran

Pengelolaan PBJ

Integritas 
Pelaksanaan 

Tugas 

Pihak mempengaruhi pemilihan 
Program, PBJ, izin layanan,  
rekrutmen/mutasi/promosi SDM, 
sanksi/denda/hukuman, bantuan 

Pemenang diatur, barang/ jasa mahal  
kualitas jelek, nepotisme, 
suap/gratifikasi, Barang/jasa tidak 
dibutuhkan 

Manipulasi perdin, menerima honor 
tidak sesuai aturan, pejabat 
menggunakan anggaran kantor untuk 
kepentingan pribadi. 

Nepotisme promosi/mutasi, jual beli 
jabatan (suap/gratifikasi) 

Benturan Kepentingan (fasilitas 
kantor), Penyalahgunaan wewenang 
(atasan dan bahawahan tidak sesuai 
aturan), kasus korupsi diungkap,
suap/gratifikasi, 

Nasional Tinggi
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INDEKS RB TERUS MENGALAMI PENINGKATAN DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR.

Trend Rata-rata Indeks RB Lima Tahun Terakhir

73,85 74,93 75,65 75,48

76,81

64,23 64,28 65,63 67,40
69,71
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Hasil Evaluasi RB Tahun 2023
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REALISASI DAN CATATAN REFORMASI BIROKRASI

BARU 53,15% PEMDA KAB/KOTA YANG MEMILIKI NILAI RB 
DENGAN PREDIKAT MINIMAL “BAIK”. SEBAGIAN BESAR 

DIANTARANYA TERKONSENTRASI DI PULAU JAWA DAN BALI.

508 Kab/Kota Dievaluasi

INSTANSI PEMERINTAH DENGAN INDEKS RB 
‘BAIK’ KE ATAS TAHUN 2023

270 KAB/KOTA (53,15%) MENDAPATKAN 
PREDIKAT B KE ATAS

100%

0%

88,2%

11,8%

K/L Provinsi Kab/Kota

Catatan: Komitmen terhadap RB Tematik masih minim 
sehingga belum berdampak pada pembangunan daerah

Nilai B ke atas

53,2%

46,9%

121 Kab/Kota indeks RB minimal Baik
dibandingkan dengan total 122 Kab/Kota di 
Jawa & Bali
149 Kab/Kota di Luar Jawa & Bali Indeks RB 
minimal Baik dibandingkan dengan 386 
Kab/Kota di Luar Jawa & Bali

(99,18%) 

(38,60%) 



INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL

Perencanaan Penganggaran Penyusunan
Organisasi

Manajemen Kinerja 
SDM Proses Bisnis

TRANSFORMASI BIROKRASI BERBASIS DAMPAK

T E K N O L O G I

P E R U B A H A N  B U D AYA  D A N  N I L A I  D A S A R

R EGU LA S IP ENGAWA S AN

KPIKPI KPI KPI



Birokrasi Digital

Transformasi 
Organisasi berbasis Kinerja 

dan Agile

Transformasi Jabatan 
Fungsional Transformasi 

Squad Model

Transformasi 
SPBE + SuperApps

Strategeic Talent Manajement 
& Mobility SDMCollaborative Working 

K/L/P Berbasis Kinerja 
(SAKP) 

MPP and Digital Services
(Pelayanan Publik dalam genggaman)

Sistem Pengawasan antikorupsi
Dan Manajemen Resiko Pembangunan Nasional

Kebijakan Publik berbasis 
Big Data and AI



DIGITAL PLATFORM 
GOVERNANCE

FRAMEWORK 
2025-2045



Terima kasih


